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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan utama, di antaranya: kurangnya kesadaran 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah serta aparat 

desa mengenai mekanisme pembayaran, manfaat, dan konsekuensi atas pelanggaran terkait Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), serta keterbatasan aksesibilitas terhadap sistem dan fasilitas pembayaran. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan melalui metode purposive sampling, melibatkan 12 partisipasi 

sebagai responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan sejumlah langkah untuk memastikan keakuratan 

dan kepercayaan, seperti memperpanjang durasi pengamatan, meningkatkan ketelitian, menerapkan 

triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif, menggunakan referensi pendukung, 

serta melakukan pemeriksaan ulang oleh partisipan (member checking). Tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Taniran, Kecamatan 

Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, secara umum Kurang baik. Berdasarkan teori partisipasi dari Wilcock, 

hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: Penyampaian informasi secara lisan: Partisipasi ini tidak sesuai 

dengan konsep partisipasi menurut teori. Menyampaikan informasi lewat media sosial: Partisipasi dalam hal 

ini juga sudah mendukung teori. Menawarkan saran/pendapat: Aspek ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori 

partisipasi. Memberikan Feedback/umpan balik: Kegiatan ini belum sesuai dengan teori partisipasi. Melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan: Aspek ini belum memenuhi standar teori partisipasi. Menjalin 

Kerjasama : Terlihat sudah berjalan sesuai teori. Ditetapkan oleh pelaksana dan masyarakat: Dinilai belum 

sesuai dengan teori partisipasi. Memberikan Dukungan kepada masyarakat terhadap program: Telah sesuai 

dengan konsep partisipasi. Kesediaan masyarakat untuk berkontribusi: Cukup konsisten dengan teori 

partisipasi. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di 

wilayah tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup 

keberadaan informasi yang jelas dan petugas yang handal/kolektor. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi 

kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tempat tinggal yang jauh dari pusat pemerintahan. 

Kata Kunci :  Partisipasi Masyarakat, PBB-P2, Desa Taniran 

 
ABSTRACT 

This research is motivated by several main problems, including: lack of awareness of taxpayers to 

fulfill payment obligations, minimal socialization from local governments and village officials regarding 

payment mechanisms, benefits, and consequences for violations related to Land and Building Tax (PBB), and 

limited accessibility to payment systems and facilities. The research approach used is qualitative, with data 

collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data collection was carried out 

through a purposive sampling method, involving 12 participants as respondents. The collected data were 

analyzed with a number of steps to ensure accuracy and reliability, such as extending the duration of 

observation, increasing accuracy, implementing triangulation, discussing with colleagues, analyzing negative 

cases, using supporting references, and conducting re-examination by participants (member checking). The 

level of community participation in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Taniran 

Village, Benua Lima District, East Barito Regency, is generally not good. Based on Wilcock's theory of 

participation, the results of the study show the following: Oral delivery of information: This participation is 

not in accordance with the concept of participation according to theory. Delivering information via social 

media: Participation in this case also supports the theory. Offering suggestions/opinions: This aspect is not 

fully in accordance with the theory of participation. Providing Feedback: This activity is not in accordance 

with the theory of participation. Involving the community in decision-making: This aspect does not meet the 

standards of the theory of participation. Establishing Cooperation: It appears to be running according to 

mailto:ynurha472@gmail.com


 
 

 

Nurhayati, Ramona Handayani, Herry Febriadi | Partisipasi Masyarakat Dalam … 749 

theory. Determined by the implementer and the community: Considered not to be in accordance with the theory 

of participation. Providing Support to the community for the program: In accordance with the concept of 

participation. Community willingness to contribute: Quite consistent with the theory of participation. Several 

factors that influence the level of community participation in PBB-P2 payments in the area can be categorized 

as supporting and inhibiting factors. Supporting factors include the existence of clear information and reliable 

officers/collectors. Conversely, inhibiting factors include lack of socialization, low public awareness, and 

residence far from the center of government. 

 

Keywords: Community Participation, PBB-P2, Taniran Village 
 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan instrumen penting yang menjadi sumber pendanaan utama bagi 

pembangunan nasional maupun daerah. Pajak memiliki peran vital dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), yang berkontribusi besar terhadap penyediaan layanan publik, pengembangan 

infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang strategis adalah 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang bersifat wajib dan mencakup masyarakat yang memiliki, 

menguasai, atau memanfaatkan tanah dan bangunan. Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap 

anggaran daerah, efektivitas pengumpulan PBB menjadi faktor kunci dalam mencapai target 

pendapatan daerah. 

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam 

suatu proses secara sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa tekanan dari pihak lain. 

Partisipasi ini menjadi penting dalam konteks pembayaran pajak, termasuk PBB, karena keberhasilan 

pemungutan pajak ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat 

sebagai wajib pajak. 

Namun, di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Barito Timur, tingkat partisipasi masyarakat 

dalam pembayaran PBB masih jauh dari optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya 

pemahaman tentang pentingnya PBB, dan lemahnya penegakan aturan menjadi penyebab utama 

kurangnya kepatuhan wajib pajak. Situasi ini berdampak pada penurunan pendapatan daerah, yang 

kemudian dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan. 

Di Kabupaten Barito Timur, Desa Taniran di Kecamatan Benua Lima menjadi salah satu 

contoh lokasi dengan tingkat partisipasi yang rendah dalam pembayaran PBB. Berdasarkan data dari 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur, penerimaan PBB dari desa ini 

menunjukkan angka yang fluktuatif, sering kali tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini 

mencerminkan masalah mendasar terkait kesadaran dan partisipasi wajib pajak. 

Ada sejumlah faktor yang diduga memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pembayaran PBB di Desa Taniran. Faktor tersebut mencakup kurangnya sosialisasi dan edukasi 

tentang kewajiban pajak, terbatasnya akses terhadap fasilitas pembayaran, serta pandangan negatif 

masyarakat mengenai manfaat dari membayar PBB. Faktor ekonomi, seperti pendapatan masyarakat 

yang rendah atau tidak stabil, juga menjadi hambatan signifikan. Selain itu, minimnya dukungan 

teknologi dalam proses administrasi pajak mempersulit pembayaran dan pendataan, sehingga 

menurunkan efisiensi pengumpulan pajak. 

Di desa-desa tertentu, termasuk kelurahan Taniran di Kecamatan Benua Lima, partisipasi masyarakat 

dalam pembayaran PBB-P2 masih tergolong rendah.  Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kabupaten Barito Timur, realisasi penerimaan PBB dari Desa Taniran menunjukkan angka yang 
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fluktuatif yaitu kondisi yang tidak tetap atau tidak menentu dan sering kali tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar terkait kesadaran pajak dan partisipasi 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikut yang tertulis pada laporan pajak PBB-P2 

: 

KECAMATAN/

KELURAHAN 

POKOK 

KETETAPAN 
REALISASI KETETAPAN SISA KETETAPAN 

SPPT JML (RP) SPPT JML(RP) % SPPT 

JML 

(RP) 

BENUA LIMA 

TANIRAN 

2022 535 71.571.786 341 47.645.085 63.74% 194 23.926.701 

2023 551 73.099.980 323 44.914.532 58.62% 228 28.185.448 

2024 555 66.151.262 337 45.976.265 60.72% 218 20.174.997 

 (Sumber: Data Objek Pajak 2022,2023, dan 2024) 

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran 

PBB di Desa Taniran meliputi kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah, aksesibilitas layanan 

pembayaran yang terbatas, serta adanya persepsi negatif masyarakat terhadap manfaat pembayaran PBB. 

Faktor ekonomi, seperti pendapatan masyarakat yang tidak stabil atau rendah, juga turut mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, minimnya dukungan teknologi informasi 

dalam administrasi perpajakan mempersulit proses pembayaran dan pendataan, sehingga menyebabkan 

kurangnya efisiensi dalam pengumpulan PBB. 

Melihat pentingnya peran PBB dalam mendukung pembangunan daerah, diperlukan upaya untuk 

memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Taniran dalam pembayaran 

PBB, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan rekomendasi strategi yang 

efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PBB di Desa Taniran dan secara 

lebih luas mendukung upaya pembangunan di Kabupaten Barito Timur. 

Adapun fenomena permasalaahn yang ditemui oleh peneliti yang akan menjadi dasar penelitian ini yaitu 

meliputi: 

1. Adanya warga taniran yang masih belum membayar wajib pajak (PBB P-2) disebabkan oleh 

minimnya sosialisasi dan edukasi menimbulkan tidak adanya partisipasi diantara masyarakat. 

2. Ada warga yang memiliki objek pajak tetapi tidak berdomisili di tempat objek pajak tersebut hal 

ini menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran. 

3. Sistem pembayaran yang tidak mudah diakses, aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas 

pembayaran karena kantor tidak menerima pembayaran secara tunai mengharuskan masyarakat 

bayar melalui bank, hal ini mempersulit bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat 

pemerintahan, menjadi salah satu kendala partisipasi.  
Dengan meneliti faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB, sehingga potensi 

penerimaan pajak dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah. 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., seperti dikutip oleh Sutarduga Sihombing 
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(2020:1-3), pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang didasarkan pada 

undang-undang dan dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) secara 

langsung. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Prof. Rochmat juga 

mendefinisikan ulang pajak sebagai proses transfer kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin, di mana surplusnya dimanfaatkan untuk tabungan publik (public 

saving) sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik (public investment). 

Sementara itu, menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (Sutarduga Sihombing, 2020:1-3), pajak 

adalah iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara. Pajak ini didasarkan pada 

peraturan umum (undang-undang) dan bersifat memaksa. Pajak yang dipungut tersebut digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum tanpa memberikan imbalan langsung kepada masyarakat, 

melainkan untuk memenuhi kewajiban negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. 

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., juga memberikan 

perspektif serupa (Sutarduga Sihombing, 2020:1-3). Mereka menyatakan bahwa pajak merupakan 

pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Meski pajak wajib dilaksanakan, tidak ada imbalan langsung atau 

proporsional yang diterima oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat menjalankan 

fungsi-fungsi dasarnya dan melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal. 

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya (Sutarduga Sihombing, 2020:1-3), pajak 

didefinisikan sebagai kewajiban iuran dari warga masyarakat, baik berupa uang maupun barang, yang 

dipungut oleh otoritas negara sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk 

mendanai produksi barang dan jasa demi mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan sejumlah poin utama tentang konsep 

pajak: 

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang memiliki sifat pemaksaan. 

2. Pajak dipungut tanpa memberikan imbalan langsung atau kontraprestasi kepada pembayar pajak. 

Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib 

yang dikenakan kepada individu atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang. Kontribusi 

ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk 

keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Secara umum, istilah "partisipasi" dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan 

individu maupun kelompok dalam sebuah kegiatan tertentu. Pemahaman ini sesuai dengan definisi 

yang terdapat dalam berbagai referensi sosiologi. 

Dalam konteks sosiologi, partisipasi sering didefinisikan sebagai keterlibatan individu dalam 

kelompok sosialnya untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat, di luar kewajiban formal seperti 

pekerjaan atau profesi pribadi. Hal ini biasanya terjadi akibat adanya interaksi sosial antara individu 

dengan anggota masyarakat lainnya (Handini & Sukeisi, 2019:26). 

Menurut Tawai dan Yusuf (2017:10), partisipasi adalah bentuk keikutsertaan, perhatian, dan 

kontribusi yang diberikan oleh kelompok atau individu yang berpartisipasi, yang dalam konteks ini 

merujuk pada masyarakat. Arnstein (Afriansyah, 2023) memperkenalkan konsep "The Ladder of 

Participation," yang menggambarkan tingkatan atau gradasi partisipasi masyarakat dari level tertinggi 



 
 

 

Nurhayati, Ramona Handayani, Herry Febriadi | Partisipasi Masyarakat Dalam … 752 

hingga terendah. Model ini terdiri dari delapan tingkatan partisipasi masyarakat yang dikenal sebagai 

"Tangga Partisipatif" (A Ladder of Citizen Participation), menggambarkan peran serta masyarakat 

berdasarkan intensitas keterlibatan mereka. 

Adedokun et al. (2010) mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif dapat memicu 

partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan komunitas. Dengan melibatkan masyarakat 

dalam strategi komunikasi, mereka merasa memiliki tanggung jawab atas inisiatif pembangunan 

daripada hanya menjadi penerima manfaat. Konsep ini memperlihatkan bagaimana komunikasi yang 

baik dapat membantu masyarakat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan kegiatan pembangunan. Adedokun et al. (Hairudin, 2022) juga menekankan pentingnya 

komunikasi sebagai katalisator dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

diartikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan kekuatan atau kemampuan 

kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kurang berdaya. Tujuannya adalah untuk 

mendorong kemandirian dan meningkatkan daya masyarakat melalui pendekatan yang sinergis dan 

berkelanjutan. Dengan mencermati berbagai literatur, pemberdayaan masyarakat tidak hanya terkait 

dengan perubahan, tetapi juga proses transformasi yang menjadikan kelompok masyarakat lebih kuat, 

mandiri, dan berdaya melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif. 

Menurut Wanaha (Tawai & Yusuf, 2017:10), strategi pembangunan yang sesuai dengan 

konteks memungkinkan program-program pembangunan yang bersifat linear dan sektoral dari tingkat 

pusat dapat dipadukan menjadi sebuah pendekatan yang sistematis atau menyeluruh (holistik). Dalam 

program-program seperti ini, pelibatan budaya lokal menjadi penting, sehingga para pelaku dapat 

berpartisipasi aktif untuk memastikan keberhasilan program. Program-program yang sesuai dengan 

konteks lokal, ditambah dengan pendekatan nasional, memberikan peluang untuk merevitalisasi 

tradisi yang ada agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan. Proses ini melibatkan kerjasama 

antara pendekatan pembangunan top-down (dari pemerintah) dan bottom-up (dari masyarakat lokal). 

Pendekatan ini tidak hanya melibatkan elemen pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat 

di tingkat lokal. Dengan cara tersebut, tradisi yang dimiliki masyarakat dapat diperbarui agar relevan 

dalam membantu proses transformasi dan pembangunan sosial yang berlangsung. 

Partisipasi masyarakat sendiri digambarkan oleh Heller dalam Wanaha (Tawai & Yusuf, 

2017:10) sebagai keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan terkait lembaga, 

program, atau lingkungan yang memengaruhinya. Heller menjelaskan dua jenis partisipasi. Pertama, 

partisipasi akar rumput (grassroots), di mana inisiatif diusulkan oleh masyarakat dengan menetapkan 

sendiri tujuan dan metode mereka. Kedua, partisipasi yang diamanatkan pemerintah (government-

mandated), yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan untuk kebijakan 

atau operasional yang dijalankan oleh badan pemerintah. 

Sementara itu, Slamet dalam Wanaha (Tawai & Yusuf, 2017:10) mengidentifikasi sembilan 

tipe partisipasi. Setiap tipe memiliki dua macam bentuk partisipasi yang sering kali saling terkait. 

Meski demikian, dalam beberapa situasi, terdapat partisipasi yang menggabungkan karakteristik dari 

dua tipe yang berbeda secara bersamaan. Bumi merujuk pada permukaan bumi dan lapisan di 

bawahnya. Permukaan bumi mencakup area tanah serta perairan daratan, termasuk rawa, tambak, dan 

badan perairan lainnya, serta wilayah laut yang berada dalam kedaulatan Republik Indonesia. 

Bangunan mengacu pada hasil konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan dengan tetap di atas 

tanah atau perairan tertentu. 
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan 

karena adanya manfaat ekonomis atau sosial yang lebih tinggi yang dinikmati oleh individu atau badan 

hukum yang memiliki hak atas tanah dan bangunan tersebut atau mengambil manfaat darinya. 

Objek pajak meliputi tanah dan bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah rincian 

klasifikasi objek pajak: 

Bumi dan bangunan dikelompokkan berdasarkan nilai jualnya, yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penghitungan pajak yang harus dibayar. Faktor yang dipertimbangkan untuk 

menentukan klasifikasi adalah: 

1. Bumi: 

a. Letak: Lokasi tanah berpengaruh pada nilainya. 

b. Peruntukan: Digunakan untuk apa tanah tersebut, seperti perumahan, pertanian, atau 

komersial. 

c. Pemanfaatan: Apakah tanah sedang digunakan atau dibiarkan. 

d. Kondisi lingkungan: Termasuk infrastruktur pendukung di sekitar tanah. 

2. Bangunan: 

a. Bahan bangunan: Material yang digunakan dalam konstruksi, seperti kayu, beton, atau baja. 

b. Rekayasa teknik: Tingkat keahlian dan desain yang diterapkan. 

c. Letak: Posisi bangunan, termasuk aksesibilitasnya. 

d. Kondisi lingkungan: Termasuk ketersediaan fasilitas umum di sekitarnya. 

 
METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan kualitatif. Artinya 

variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok 

kajiannya secara rinci. Artinya penelitian  dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek 

dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara 

dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan 

melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan 

seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu Purposive sampling. Menurut Sujewerni 

(2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah 

besar, seperti bola salju yang menggelinding. 

 

PEMBAHASAN 

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito 

Timur 

1. Penyampaian Informasi 

Pada tahap ini, masyarakat berperan dalam memberikan data atau informasi yang 

relevan kepada pemerintah, seperti informasi mengenai objek pajak yang dimiliki. Dalam 

konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), warga Kelurahan 

Taniran menyampaikan informasi yang akurat mengenai kepemilikan tanah atau bangunan 

kepada pihak kelurahan atau Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan untuk melakukan 

penghitungan pajak. 
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a. Penyampaian secara Lisan 

Dalam bentuk lisan, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau data terkait 

objek pajak yang mereka miliki, seperti luas tanah atau bangunan, kepada petugas yang 

melakukan pendataan secara langsung. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi 

dalam kegiatan musyawarah untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau usulan yang 

berkaitan dengan tarif pajak dan prosedur pembayarannya. Pada tingkat yang lebih tinggi, 

masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan bersama melalui forum rapat desa 

guna menyepakati kebijakan lokal, termasuk mekanisme pengumpulan pajak. Partisipasi 

secara lisan juga terjadi ketika masyarakat serta pemerintah berdialog untuk merencanakan 

penyuluhan pajak, atau ketika warga memberikan dukungan kepada sesama warga melalui 

ajakan langsung untuk membayar pajak tepat waktu. 

Masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam penyampaian 

informasi secara lisan berkaitan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) kepada sesama warga. Situasi ini tidak sejalan dengan teori 

partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), khususnya mengenai 

indikator penyampaian informasi secara lisan dari masyarakat ke masyarakat yang lain, 

masih kurang optimal, mengingat sebagian masyarakat belum memahami kewajiban 

terkait pembayaran pajak. 

b. Melalui Media Informasi 

Partisipasi masyarakat melalui media informasi melibatkan pemanfaatan teknologi 

komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus berinteraksi dengan pemerintah. 

Warga dapat memberikan data pajak mereka melalui aplikasi digital, email, atau platform 

lainnya. Melalui media sosial atau situs web resmi pemerintah, masyarakat berkesempatan 

untuk menyampaikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau memberikan kritik terhadap 

sistem pembayaran PBB-P2. Dalam konteks pengambilan keputusan, warga dapat 

dilibatkan melalui survei daring atau forum diskusi virtual untuk menentukan metode 

pembayaran yang lebih sesuai. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga dapat 

dilakukan dengan mendistribusikan informasi atau konten edukasi mengenai pajak melalui 

media sosial. Selain itu, dukungan masyarakat dapat terlihat melalui inisiatif digital yang 

mengajak warga lainnya untuk membayar pajak atau melakukan promosi dengan 

menampilkan poster yang berkaitan dengan pembayaran secara daring di media sosial. 

Dengan mengoptimalkan pendekatan lisan serta memanfaatkan media informasi, 

partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Taniran dapat 

ditingkatkan, sehingga berkontribusi pada keberhasilan program pemerintah. 

Masyarakat telah memberikan informasi melalui media komunikasi dengan cukup 

baik, di mana sebagian dari mereka telah berpartisipasi dalam menyebarkan informasi 

kepada masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan 

oleh Wilcok (Simon, 2022:14), yang berkaitan dengan indikator penyampaian informasi 

melalui media. Sebagian masyarakat yang memiliki akses ke media sosial turut serta 

dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak. 

2. Konsultasi 

Konsultasi mencakup dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat 

berpartisipasi dengan mendatangi kantor pemerintah untuk menanyakan tentang manfaat 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk 

prosedur, tarif, serta tata cara pembayaran pajak. Mereka memiliki kesempatan untuk 

memberikan masukan guna memperbaiki sistem pemungutan pajak agar lebih adil dan efektif. 

a. Menawarkan Saran atau Pendapat 

Masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyampaikan saran atau pendapat 

kepada pemerintah daerah terkait sistem pembayaran pajak. Contohnya, mereka dapat 

mengusulkan fitur tambahan pada aplikasi pajak atau merekomendasikan lokasi 

pembayaran alternatif yang lebih mudah diakses. 
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Terkait dengan indikator pemberian saran atau pandangan, situasi saat ini 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kurang optimal, 

karena masyarakat umumnya hanya menerima informasi yang disampaikan oleh 

petugas. Hal ini tidak sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok 

(Simon, 2022:14), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 

memberikan masukan, khususnya terkait dengan pembayaran pajak. Masyarakat tampak 

kurang aktif dalam memberikan umpan balik mengenai masalah ini dan cenderung hanya 

menerima informasi yang telah ditetapkan oleh pihak pendapatan daerah. 

b. Memberikan umpan balik 

Masyarakat berpotensi untuk berpartisipasi melalui pemberian umpan balik kepada 

pemerintah daerah terkait dengan prosedur pembayaran pajak. Dalam hal ini, masyarakat 

menunjukkan antusiasme untuk mengusulkan penerapan sistem pembayaran melalui 

kolektor, yang dianggap akan sangat memudahkan proses pembayaran. 

Terkait dengan indikator pemberian umpan balik, masih terdapat kelemahan akibat 

rendahnya tingkat edukasi yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam 

penyampaian informasi terkait pajak menjadi rendah. Kondisi ini tidak sejalan dengan 

teori partisipasi menurut Wilcok (Simon, 2022:14) mengenai indikator pemberian umpan 

balik, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara menyampaikan 

informasi mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2).Pengambilan 

3. Keputusan Bersama 

Pada tingkat ini, masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama 

menenai kebijakan yang berkaitan dengan insentif atau sanksi pajak. Di Kelurahan Taniran, 

masyarakat melakukan dialog mengenai cara-cara untuk meningkatkan partisipasi dalam 

pembayaran pajak, sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih sesuai dengan kondisi 

lokal. 

a. Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 

Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan berarti memberikan 

kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan atau 

langkah-langkah strategis yang akan diterapkan. Dalam konteks PBB-P2, keterlibatan ini 

dapat dilaksanakan melalui musyawarah, survei pendapat, atau forum diskusi. Pendekatan 

ini memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian, dukungan terhadap kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih tinggi, 

dan partisipasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik. 

Indikator yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan di daerah ini dinilai kurang memadai, karena mayoritas masyarakat hanya 

menerima kebijakan yang telah ditetapkan tanpa diberikan kesempatan untuk terlibat 

secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak sejalan dengan teori 

partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcok (Simon, 2022:14), yang menekankan 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mengingat bahwa 

pengaturan kebijakan terkait pembayaran pajak merupakan tanggung jawab pemerintah 

daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih tergolong 

rendah. 

4. Bertindak Bersama 

Tingkat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

kegiatan tercermin pada aspek ini. Salah satu contoh nyata adalah gotong royong antara warga 

dan aparat desa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dilakukan melalui kegiatan 

bersama di acara komunitas lokal. 

a. Menjalin Kerja Sama 

Membangun kerja sama antara masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah 
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(Bapenda) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, khususnya 

PBB-P2. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti melibatkan 

masyarakat dalam proses sosialisasi, memberikan pelatihan mengenai cara pembayaran 

pajak, serta menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mendengarkan keluhan dan saran 

dari masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan 

informasi kepada tetangga mereka, sementara Bapenda dapat memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif terkait kewajiban pajak dan manfaat yang diperoleh. Melalui 

dukungan timbal balik, kedua pihak dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang 

lebih efisien. Selain itu, kerja sama ini juga dapat memperkuat kesadaran akan pajak di 

tingkat lokal dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Kerja sama antara masyarakat dan Kelurahan telah terjalin dengan baik, sejalan 

dengan pelaksanaan program yang diinstruksikan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda). Hal ini sesuai dengan teori partisipasi Wilcok (Simon, 2022:14) mengenai 

indikator kerja sama, di mana Kelurahan telah menjalin kolaborasi dengan pihak Bapenda 

yang memberikan arahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

b. Ditentukan oleh pelaksana dan masyarakat 

Kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan suatu program, seperti 

pembayaran pajak PBB-P2, tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah atau pelaksana 

(Bapenda), melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. 

Dalam konteks ini, pelaksana memiliki kewajiban untuk merancang dan melaksanakan 

kebijakan, sementara masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, 

saran, atau bahkan turut serta dalam penentuan langkah-langkah yang akan diambil. 

Dengan adanya keterlibatan dari kedua pihak, keputusan yang diambil akan lebih sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat serta lebih mudah diterima. Selain itu, hal ini juga 

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif dari sisi administrasi, 

tetapi juga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 

Indikator yang ditetapkan oleh pelaksana dan masyarakat menunjukkan adanya 

kekurangan partisipasi dalam penetapan aturan yang berkaitan dengan pembayaran pajak 

PBB-P2. Situasi ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai 

peraturan pajak, yang menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima 

keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang tanpa berkontribusi dalam proses 

pembentukan kebijakan tersebut. 

Hal ini tidak sejalan dengan teori partisipasi Wilcok (Simon 2022:14) yang 

menekankan bahwa indikator harus ditetapkan oleh pelaksana dan masyarakat. Kurangnya 

pemahaman tentang kewajiban membayar pajak mengakibatkan masyarakat tidak 

berpartisipasi dalam penetapan aturan yang ada. 

5. Memberikan Dukungan 

Pada tahap ini, masyarakat diharapkan memberikan dukungan secara aktif terhadap 

program pemerintah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran pajak tepat 

waktu, peningkatan kesadaran tentang pentingnya PBB-P2, atau bahkan berperan sebagai 

relawan dalam membantu proses administrasi pemungutan pajak di tingkat kelurahan. 

a. Memberikan Dukungan 

Masyarakat menunjukkan sikap yang positif dan bersedia untuk membantu demi 

keberhasilan program yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembayaran PBB-P2, 

dukungan ini dapat berupa penyebaran informasi kepada tetangga, serta mendukung 

kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan 

kewajiban perpajakan. Melalui dukungan ini, masyarakat berkontribusi dalam upaya 

mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pajak yang lebih efektif dan tepat sasaran. 
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Dukungan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

serta Perkotaan (PBB-P2) tergolong baik, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian besar 

masyarakat yang menunjukkan partisipasi aktif melalui pembayaran tepat waktu. Hal ini 

sejalan dengan teori partisipasi menurut Wilcok (Simon 2022:14) yang menyebutkan 

bahwa indikator dukungan mencakup keterlibatan masyarakat. Dalam konteks 

pembayaran PBB-P2, sebagian masyarakat merasakan dampak positif dari pembangunan 

yang lebih maju serta berpartisipasi dalam proses tersebut. 

b. Kesediaan Masyarakat 

Adapun mengenai kesediaan masyarakat, hal ini merupakan faktor yang sangat 

penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu program atau 

kebijakan. Dalam konteks pembayaran PBB-P2, kesediaan masyarakat dapat diamati dari 

keinginan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Tingkat kesediaan 

yang tinggi dalam berpartisipasi akan mendukung kelancaran proses administrasi pajak 

dan menghasilkan hasil yang optimal. 

Kesediaan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat disimpulkan berada pada tingkat yang 

baik. Sebagian besar masyarakat menunjukkan pemahaman akan pentingnya pajak dalam 

mendukung pembangunan daerah dan bersedia untuk melakukan pembayaran tepat 

waktu. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi Wilcok (Simon, 2022:14) yang 

berkaitan dengan indikator kesediaan masyarakat, di mana sebagian individu yang 

memiliki pemahaman yang baik turut menunjukkan kesediaan dan antusiasme dalam 

melakukan pembayaran pajak PBB-P2. 

 

B. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan 

Benua Lima Kabupaten Barito Timu 

1. Faktor Penghambat 

a. Kurangnya Sosialisasi 

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat 

c. Tempat Tinggal Yang Jauh Dari Pusat Pemerintahan 

2. Faktor Pendukung 

a. Informasi yang jelas 

b. Petugas Yang Handal/Kolektor 

SIMPULAN 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 

(PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur, kurang baik 

didukung oleh hasil penelitian  Berdasarkan Teori dari Wilcok, sebagai berikut: Pertama indikator 

Menyampaikan Informasi Secara Lisan Hal ini belum sesuai dengan teori partisipasi. Kedua indikator 

Menyampaikan Informasi lewat Sosial Media  Hal ini sudah sesuai dengan teori partisipasi. Ketiga, 

Indikator Menawarkan Saran atau Pendapat hal ini belum sesuai dengan teori partisipasi. Keempat, 

Indikator Memberikan Feedback/Umpan Balik belum sesuai. Kelima, indikator Melibatkan 

Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan belum sesuai. Keenam, terkait indikator Menjalin 

Kerjasama sudah sesuai. Ketujuh, indikator Di tetapkan oleh Pelaksana dan Masyarakat belum sesuai. 

Kedelapan, indikator Memberikan Dukungan sudah sesuai, Kesembilan indikator terkait kesediaan 

masyarakat sudah sesuai dengan teori partisipasi Wilcok (Simon 2022:14). 

Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito 

Timur, yaitu faktor pendukung Informasi yang jelas dan Petugas yang handal / (kolektor). Sedangkan 

faktor penghambat yaitu, Kurangnya sosialisasi, Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Tempat Tinggal 
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Yang Jauh Dari Pusat Pemerintahan. 

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian terkait Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di 

Kelurahan Taniran Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur  

1. Kepada Masyarakat dihimbau harus mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) atau kelurahan, agar paham terkait pembayaran wajib pajak 

PBB-P2. 

2. Memanfaatkan teknologi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

pada tanggal tempo. 

3. Membuat sistem pembayaran yang efektif dan efisien untuk memudahkan masyarakat dalam 

membayar pajak serta menyediakan fasilitas agar tidak mempersulit jalannya partisipasi seperti 

pembayaran lewat kolektor, online atau lewat bank.  
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